IKATA PENGANTAR
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Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAK) BPK RI Tahun 2014Laporan ini merupakan wujud dari
transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga
sektor publik (public sector organization yang berdasarkan
mandat undangundang mengemban tugas  untuk
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara di Republik Indonesia. Oleh karena itu,
laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi
kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya
untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi
harapan akan terwujudnya peng#laan keuangan negara yang
transparan dan akuntabel.

Dalam laporan ini kami menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan target kinerja
yang ditetapkan untuk periode Tahun 2014, yang mencakup keberhasilan maupun hambatan
yang kami alami, sebagi cerminan dari kesungguhan kami untuk melaksanakan akuntabilitas
kinerja yang lebih transparan.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selama 3 tahun terakhir (20122013) yang menempatkan BPK
sebagai instansi dengan akuntabilitas kinerja terbaik dengan pdikat SANGAT BAIK merupakan
refleksi atas komitmen kami untuk senantiasa melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja dan
kepatuhan dalam melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dipahami dengan blidan memenuhi
harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam
mengukur dan menilai kinerja BPK dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa
yang akan datang.
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Jakarta, Februari 2015

Hendar Ristriawan
Sekretaris Jenderal BPK






BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2014

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI untuk Tahun Anggaran 2014
sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggung jawab manajemen BPK RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan
secara akurat, andal, dan memiliki validitas yang memadai.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan, akurasi dan validitas informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2015

Inspektur Utama

ahendro Sumardjo
NIP.195802231986021002 V¥






RINGIKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Rl Tahun 2014 merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban BPK RI kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi BPK RI pada
Tahun Anggaran 2014. Selain itu, LAK juga merupakan salah satu parameter yargudakan oleh
BPK RI untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LAK BPK RI Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pajian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.
Selain itu untuk keperluan di lingkungan internal BPK telah ditetapkan Surat Keputusan Sekjen
BPK N0.431/K/X-XI11.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada UnitUnit Kerja
Pelaksana BPK.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK Rl telah menetapkan visiyaduy AT EAAE 1 AT AACA DA
keuangannegara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nikailai dasar untuk berperan aktif

dalam mendorong terwujudnyaA OA EAIT T 1 A EAOAT CAT 1T ACAOA UAT C /
Untuk mewujudkan visi tersebut BPK RI telah menetapkan tiga misi yaitl) Memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (2) Memberikan pendapat untuk
meningkatkan mutu pengelolaan datanggung jawab keuangan negara; (3) Berperan aktif dalam
menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK RI Tahun 22015

yang berisi Peta 8ategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Kinerja BPK Tahun 2014 meningkat dari Tahun 2013 yang ditunjukkan oleh
meningkatnya skor kinerja BPK Tahun 2014 sebesar 89,23 dari skor Tahun 2013 sebesar 88,97.
Peningkatan skor kinerja ini terutama terjadi karena sebanyak 7 (tujuh) IKU mencapai atau
melebihi target yang ditentukan, sebanyak 11 (sebelas) IKU capaiannya berkisar antara 84%
99% dan 2 (dua) IKU capaiannya berkisar 35%60%. Capaian tersebut tidak lepas daupaya BPK

RI yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang
disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi LAK Tahun 2013 maupun perbaikan
yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan BPK RI.

BPK RI terusmenerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem
Manajemen Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BPK RI, yang
antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan RB atas LAKIP BR#&hun 2013,
disamping upayaupaya lainnya, yaitu :

1 Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait Penyusunan dan Pengembangan
Indikator Kinerja Unit atau Satuan Kerja BPK,

1 Menyusun POS terkait Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK.
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1 Mendorong satuan kerja untuk melakukan evaluasi mandiri dan analisis mengenai capaian
kinerjanya secara memadai termasuk hambatan pencapaian kinerja satker dan rencana aksi
serta melaporkan hathal tersebut dalam LAK tingkat satuan kerja.

1 Inspektorat Utama bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen
Kinerja melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Eselon | dan Il. Hasil evaluasi
tersebut telah disampaikan kepada satker untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan
perbaikan pada tahuntahun selanjutnya.

Selama tahun 2014, BPK RI juga meraih beberapa capaian dan prestasi lain baik untuk level
nasional maupun internasional, di antaranya:

1. Capaian di Tingkat Internasional

a. Menjadi salah satu anggotaGoverning Board Asian @anization of Supreme Audit
Institutions (ASOSAI)ntuk periode 2015-2018

b. BPK RI menjadi Ketua dan Sekretariat INTOSXWorking Group on Environmental Audit
(INTOSAI WGEA) untuk periode 201-2016.

c. BPK sebagai Sekretariafssociation of South East Asian fitm Supreme Audit Institutions
(ASEANSAI)

d. Mengirimkan delegasi ke Kamboja, untuk memberikan workshop kepada auditdational
Audit Office (NAA) of the Kingdom of Cambodimengenai Audit Bidang Pertanian,
Lingkungan, dan Konstruksi

2. Capaian di Tingkat Nasional dan Regional

BPK memperoleh penghargaan Barang Milik Negara Award (BMN Award) dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan $tlain itubeberapa Kantor
Perwakilan BPK menorehkan berbagai prestasi di tingkat regional maupunasional

Akan tetapi, perubahanperubahan yang terjadi di lingkungan intenal dan ekternal BPK RI juga
telah menimbulkan tantangan yang menghambat BPK RI dalam mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan. Tantangartantangan tersebut antara lain terkdt sumber daya manusia, sarana
gedung kantor dan pembatasan biaya perjalanan dinas pemeriksaan.
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“Capaian Kinerja BPK Tahun 2014
meningkat dari Tahun 2013

yang ditunjukkan oleh meningkatnya skor kinerja BPK
Tahun 2014 sebesar 89,23."
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A. LATAR BELAKANG

erciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi

untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi

dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di dalamnya. Gunanewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres No 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuantujuan dan sasaramsasaran yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaannya, Perpresini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Lgoran Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk lingkungan internal BPK peraturan
tersebut telah dijabarkan dengan Surat Keputusan Sekjen BPK RI No. 431/KXX1.2/9/2012
tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada UnitUnit Kerja Pelaksana BPK.

Implementasi akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan BPK melalui pembangunan sistem
perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada
tingkat unit kerja dan satuan kerja yang pada pelaksanaanya dimulai dengan penyusunan Renstra
dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon | dan
II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran
dan pengelolaan data kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKPB, yang dilengkapi
dengan Pelaporan Kinerja untuk selanjutnya direviu dan di evaluasi.

Proses tersebut akhirnya menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK
Tahun 2014 yang disusun secara berjenjang, dimulai dari penyusunan LAK eselorddin LAK
eselon | sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta
pencapaian tujuan dan sasaraisasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RIR
Tahun 2011-2015.

B. TENTANG BPK RI

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang
Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan
dengan UndangUndang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepadaewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah
No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Raiksa Keuangan, pada
tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kodMagelang Pada waktu itu Badan
Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badamd?iksa
Keuangan pertama adalalR. SoerasnoUntuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan


http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Magelang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Soerasno&action=edit&redlink=1
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dengan suratnya tanggal 122pril 1947 No0.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di
wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab
tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang
undangan yang dulu berlak bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa
KeuanganHindia Belandg, yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah N0.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempatdudukan Badan
Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang
ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5)
UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleR. Kasirmanyang diangkat berdasarkan SK Presiden RI
tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara KesatuaRepublik Indonesia Serikat(RIS) berdasarkan Piagam
Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pam@gs Keuangan
(berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua
diangkatR. Serasnomulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan diogyakarta Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor
menempati bekas kator Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Nederlandsch Indié Civil
Administratie (NICA).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka
Dewan Pengawaseuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung
dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkddUDS 1950yang berkedudukan di Bogor
menempati bekas kantor Dewan Pegiawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan
RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer
di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkabekrit Presiden Rlyang menyatakan berlakunya kembali
UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuanbardasarkan UUD 1950 kembali
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubalbah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS
berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan Rl (UUDS 1950mutdian kembali
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkatJUD Tahun 1945 namun landasan
pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.



http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Kasirman&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Soerasno&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/NICA
http://id.wikipedia.org/wiki/UUDS_1950
http://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekrit_Presiden_RI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=UUD_Tahun_1945&action=edit&redlink=1
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Gambar 1 - Susunan Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Dalam amanatamanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam
Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah
dikemukakan keinginankeinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan,
sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal
12 Oktober 1963, Pemerintah telah megeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang
Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah W No. 17 Tahun 1965 yang menetapkan
bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan
penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua
BPK RI berkedudukan masingnasing sebagai Merdri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada
posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK
RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikarpada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era reformasi, Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan dukungan konstitusional dari
MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga
pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR
No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan
sebagai satusatunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih
dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945
diamandemen. Sebelumnya BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam
Perubahan Ketiga UUD 945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIl A) dengan tiga
pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
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Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undadgdang di bidang
Keuangan Negara, yaitu;

UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangareijara; UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara; UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara; UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undangundang Nanor 15 Tahun 2006, BPKmempunyai tugas :

oMemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pen
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Mili
Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milderah, dan lembagatau badan lain yang
mengelola keuangan negara 6

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut, sesuai dengan pasal
9-10 UU No.15 Tahun 2006, BPK berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merncanakan dan melaksanakan pemeriksaan,
menentukan waktu dan metode serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit
organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaljyagara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga
atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat
pelaksaraan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan
terhadap  perhitunganperhitungan, suratsurat, bukti-bukti,  rekening  koran,
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
negara;

4. Menetapkan jenisdokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK RI;

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah
Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakardalam pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK RI yang bekerja untuk dan
atas nama BPK RI;

8. Membina JabatanFungsional Pemeriksa;

9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;da

11. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
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Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, BPK Rl berwenang memantau:

a) Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap
pegawai negeri bukan bendahara dan pejab#in;

b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK RI;

¢) Pelaksanaan pengenaan gankerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain kewenangarkewenangan di atas, sesuai pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006, BRIdapat
memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemaimfusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik
Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugia negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah;

3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan pemilik kepentingan memegang peran penting dalam Sistem Pemerolehan
Mutu di BPK. Efektivitas BPK untuk peningkatan akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
dalam pengelolaan sektor publildinilai salah satunyakepada hubungan yang telah dibangun dan
dibina dengan para pemangku kepentingarDleh karena itu, BR dituntut untuk menciptakan

dan memelihara hubungan kerja dan komunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif
untuk memperoleh keyakinan atas dampak signifikan dari hasil pemeriksaan dan hasil kerja BPK
pada umumnya. Berikut menunjukkan para pemandu kepentingan BPK:

Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

Entitas yang Diperiksa

Publik dan Media

BPK Negara lain dan Asosiasinya

Organisasi Internasional dan Pemberi Bantuan
KAP dan Asosiasi Profesi

Lembaga Pendidikan

To o T To Do o I

Hubungan BPK dengan lingkaran dalamemilik kepentingan BPK dilakukan melalui penggunaan
hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Baik atau buruknya
tingkat hubungan ini dapat dilihat melalui seberapa tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau
pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjutDengan entitas yang
diperiksa, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pada
satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan, selain itu BPK juga mengelola database hasil
pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan
pemantauan tindak lanjut yang disertai pedoman dan mekanismenya
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Terkait publik dan media, BPK menciptakan bentuk komunikasi terkait dengan informasi atau
masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan
pemanfaatan hasil pemeriksaan. BPK juga memelihara hubungan dengan BPK negara lain dalam
rangka pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta kemungkingeer review
kerjasama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksa dalam bentuk pelatihan. Tidak hanya itu, BPK
melakukan hubungan dengan organisasi internasional dan pemberi bantuan terkait dengan
kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundamgdangan yang
berlaku. Dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan
pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftaBBK
untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, dan bentuk hubungan dengan lembaga
Pendidikan, BPK mengadakan kerjasama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan
hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, workshop, dan sebagainya. Disangpitu BPK
dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan terkait dengan
bidang pemeriksaan sektor publik.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawd@ keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UL835 Pasal

23E, 23F dan 23G , BPKRI merupakan satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang
berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. BPIRI adalah
lembaga negaa yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan
Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri
dipertegas lagi melalui UU No 15/2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Repuliiindonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK
berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang
mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan
BPKselama 20112015 dititikberatkan pada peningkatan peranpemeriksa. Peningkatan peran
tersebut sesuai denganThe Accountability Organization Maturity Modélyang diformulasikan
dalam fungsifungsi sebagai berikut.

1 The Accountability Organization Maturity Modalikembangkan oleh USGovernment Accountability Office
(GAO)
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/[ t—gm—

/ Menjamin terlaksananya akuntabilitas \

/ Meningkatkan Transparansi \
/ Mendorong upaya pemberantaan korupsi \

Gambar 2 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK Rl

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya amanat
dan tanggung jawab yang diemban, sehingga BPK dituntut untuk memeriksa seluruh unsur
keuangan negara, baik di tingkat pus maupun di tingkat daerahdengan tujuan untuk
menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan
memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas,
efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keangan negara. BPK melaksanakan fungsingsi tersebut
dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaannya secara berkelanjutan dan nilai
nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK RI

BPK RI terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap
anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih
kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK.
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Ketua Merangkap Anggota
Dr.H. Harry Azhar Azis, M.A.

Wakil Merangkap Anggota
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A.

Anggota |
Dr. Agung Firman Sampurna S.E., M.Si.

Anggota Il
Agus Joko Pramono M.Acc., Ak.

Anggota I
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi

Anggota IV
Prof. Dr. H. Rizal Djalil , MM.

’ Anggota V
Dr. Moermahadi Soerja Djajanegara S.E, Ak., M.M,

Gambar 3 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI
Struktur Pelaksana BPK RI

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang terdiri atas
Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat Utama Keuang
Negara/AKN), unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang
ditetapkan oleh BPKRI sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut diatur dalam UNo. 15 Tahun
2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata KefRelaksana BPK
dituangkan dalam Keputusan BPK No3/KAXII1.2/7/2014. Berikut Struktur Pelaksana BPK tahun
2014:
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Adapun penjabaran tugas masingnasing Eselon | pelaksana BPK beserta satuan kerja

Gambar 4 z Struktur Pelaksana BPK RI

dibawahnyaberdasarkanSurat Keputusan BPK Nomor 3/K/XII1.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014:

Jenderal
(Setjen)

uugas menyelenggarakamlan mengkoordinasikardukunganadministrasi N
serta sumberdayauntuk kelancarantugas dan fungsi BPKserta pelaksana
BPK

uBatuarKerjayangdibawahi Biro SekretariafPimpinan Biro Humasdan Kerja
Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan,Biro
Teknologinformasi,BiroUmum,dan PusatPendidikardan Pelatihan

wYugas melakukan pengawasanterhadap pelaksanaantugas dan fungsi
seluruhunsurpelaksan@BPKRI

oSatuan Kerja yang dibawahi Inspektorat PemerolehanKeyakinanMutu
PemeriksaaninspektoratPemeriksaarnternal dan mutu Kelembagaardan
InspektoratPenegakaimntegritas

u¥ugas merumuskarperencanaarstrategisdan manajemenkinerja,evaluasi
danpelaporanpemeriksaansertapenelitiandan pengembangan

oSatuan Kerja yang dibawahi Direktorat PSMK, Direktorat Litbang, dan
DirektoratEPP

\

wYugas memberikankonsultasihukum, bantuan hukum dan pelayanan
informasihukumkepadaanggotaBPKdan/ataupelaksandBPKRI,Legislasi,
penelitian dan pengembanganhukum serta tugas kepaniteraandalam
penyelesaiakerugianNegara/daerah

uBatuarKerjayangdibawahi DirektoratLPBHlan DirektoratKHKKN/D
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Empat unsur pelaksana BPK di atas berada di bawah dan bertanggyawab kepada BPK melalui
Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yangrupakan
core busines8PK yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada masimgsing anggota,
yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPKaitu:

\
Auditorat Utama KTugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
> . o0 keuangannegarapadabidang politik, hukum, pertahanan,dan
= - keamanan
FSatuan kerja yang dibawahi : Auditorat I.A,1.B,1.C
-
: _ R
Auditorat Utama FTugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
> 5 S0 keuangannegarapadabidang perekonomian dan perencanaan
vy - pembangunannasional
FSatuan Kerja yang dibawabhi : Auditorat 11.A,I1.B,11.C

Frugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab )

Auditorat Utama keuangannegara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan
euanga egara rakyat, kesekretariatan negara,aparatur negara,dan riset dan
: teknologi

FSatuan Kerja yang dibawahi : Auditorat 11I.A, I11.B,I11.C

FTugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

. 5 S0 keuangannegara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan
=g - sumber dayaalam,dan infrastruktur

FSatuan Kerja yang dibawahi : Auditorat IV.A,IV.B,IV.C

Auditorat Utama

FTugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab \
keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah
SurabayaMadura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan,

Auditorat Utama Badan PengusahaanKawasan Perdagangandan Pelabuhan
euanga egara Bebas Batam, Badan PengusahaanKawasan Perdagangan
A dan Pelabuhan Bebas Sabang,serta keuangan daerah dan

kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah
di wilayah Sumateradan Jawa

FSatuan Kerja yang dibawahi : Auditorat V.A, V.B, dan 16
Kantor Perwakilan

ETugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab \
keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan,
Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian
Audito Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian
. .’ :. . Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan
s - kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah
di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua
FSatuan Kerja yang dibawahi : Auditorat VI.A, VI.B, dan 18
Kantor Perwakilan

FTugas: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

Auditorat Utama keuangan negara pada bidang Kekeyaan Negara yang
euangan Negara Dipisahkan (BadanUsahaMilik Negara)
A FSatuan Kerja yang dibawabhi : Auditorat VII.A, VII.B, VII.C,
VII.D
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Sumber Daya

BPK RI telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkamman
Resources Management Plan (HRNa® dimana fungsifungsi SDM dari perencanaan, analisis
jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen Kkarir, pengembangan dan fundsngsi
lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan
akuntabel,serta berbasis kanpetensi BPKRI berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah SDM BPRI mencapai 6.196 orang dengan profil
demografi sebagai berikut:

Profil Demografi Pegawai BPK 2014
Jumlah Pegawai : 6196

Pusat Barat Timur
, 43% m Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan Jenis Jabatan

0,18% 9,78%

= S3 m Non
=S2 Pemer?ksa
Pemeriksa
SI/D IV
Dl 47,63% Struktural
Lainnya

10,80%

10,04%

-

<26 tahun 26-40 41-55 >55 tahun
Tahun Tahun Gol 1 &Il
7,62% 68,25% 21,56% 2,57% 16%

N
N
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Strategic Issue BPK RI

Memasuki masa pemerintahan baru pasca Pemilu Presiden 2014 BPK dihadapkan pada dinamika
yang lebih kompleks dari periodeperiode sebelumnya. Kepemimpinan Presiden terpilih dengan
misi dan visi yang baru akan memberikan warna baru manajemen pemerintahan Reblik
Indonesia dengan sembilan agenda program prioritas yang disebut dengan Nawa Cita.

Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi BPK untuk menyesuaikan strategi
pencapaian misi dan visi organisasi sehingga dapat melaksanakan tugas dan peransgeara
proaktif dan menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui temtema pemeriksaan yang
strategis, seperti pemeriksaan terhadap programprogram pemerintah yang terkait bidang
kesejahteraan serta perbaikan metodologi pemeriksaan dan peningkatan kapakds SDM
pemeriksa.

Perubahanperubahan yang terjadi di lingkungan intenal dan ekternal BPK RI juga telah
menimbulkan tantangan yang menghambat BPK RI dalam mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan. Tantangantantangan tersebut antara lain:

1. Permintaan dan harapan pemangku kepentingan atas pemeriksaan BPK terus meningkat,
tetapi tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia BPK secara signifikan yang
disebabkan adanya moratorium penerimaan PNS yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Pembangunan kantor pewakilan baru di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat
dilaksanakan pada tahun 2014 karena adanya moratorium terkait pembangunan gedung
baru.

3. Adanya Surat Menteri Keuangan No. -&7/MK.02/2014 tentang pengendalian dan
penghematan perjalanan dinas dan meetg/konsinyering dalam APBNP Tahun 2014,
mempengaruhi BPK dalam melakukan tugas utamanya yaitu melakukan kegiatan
pemeriksaan BPK dan berdampak pada capaian target kinerja BPK RI.
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PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAANSTRATEGIS
enstra BPK RI tahun 20112015 ditetapkan melalui keputusan BPK RI No. 7/KA
XI1/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui
Keputusan BPK RI Na3/K/I -XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Framework Renstra \\\\\“‘
S

Berikut adalah FrameworkRenstra BPK Rl Tahun 201-2015:

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nitélai
dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negaryang
akuntabel dan transparan

MiISI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan |

3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyele
keuangan negara.

Tujuan Strategis Sasaran Strategis

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku
Kepentingan

Mendorong terwujudnya :>

pengelolaan keuangan negara yang

tertib, taat pada peraturan

zfi;:jer:_‘c’la;;gé;?;g%ig;ﬁ:g?g::S’ e Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

B o ne iawab dengan e Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan
geung] g Pertimbangan

mperhatikan rasa keadilan dan i
Jiemp e Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan

kepatutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara
e Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem
Mewujudkan pemeriksaan yang Pemerolehan Keyakinan Mutu
bermutu untuk menghasilkan e Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang
laporan hasil pemeriksaan yang I:-> Pemeriksaan Keuangan Negara

bermanfaat dan sesuai dengan

kebutuhan pemangku kepentingan e Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan
e Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan
Manajemen
Mewujudkan birokrasi yang |:> e Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana
modern di BPK dan Prasarana

e Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

NILAI DASAR

Independensi | Integritas | Profesionalisme

Gambar 5 z Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015
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Untuk mencapai misinya, BPK menetapkan tiga tujuan strategigng dijabarkan dalam sepuluh
Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

Tujuan Strategis |

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan
perundang -undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai sattsatunya lembaga pemeriksa di bidang keuangan negara yang dibentuk berdasarkan
UndangUndang Dasar 1945, BPK bkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik
sesuai pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya mutu pengelolaan
keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutdsntuk mencapai tujuan
ini, BPK RI telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n dan Memenuhi Harapan
Pemangku Kepentingan (SS 1)

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika ada komunikasi
yang efektif antara BPK dan para pemangku kepentingakkomunikasi efektif mencakup adanya
pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan
penerimaan informasi yang baik bagsemuapemangku kepentinganSinergi antara BPK RI dan
pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan oleh BPKkepadainstansi yang berwenang untuk melakukan tindakan/perbaikan.

Komunikasi yang  efektif juga
menitikberatkan  kepada  proses
pendidikan kepada publik (ublic
awarenes} untuk dapat memahami
kedudukan, peranan dan hasil
pemeriksaan BPK agar dapat
menyajikan informasi yang akurat
mengenai nmutu pengelolaan keuangan
negara Informasi tentang keuangan
negara yang diperoleh dari kegiatan
pemeriksaan akan diproses lebih
I I lanjut sehingga menjadi informasi

yang bermanfaat dalam mempercepat
terwujudnya good  government
governance.

Salah satu parameter yang menunjldan tercapainya sasaran strategis ini adalah
ditindaklanjutinya penyampaian informasi dari BPK atas hasil pemeriksaan yang mengandung
indikasi tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Melalsd@isaran strategis ini, BPK
juga ingin memastikan kepuasan pemangku kepentingan tercapaielalui indikator peningkatan
kepercayaan publik terhadap kinerja BPK.
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Tujuan Strategis

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeri ksaan
yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Tujuan strategis ini berkaitan dengan proses bisnis yang dijalankan BPK untuk menghasilkan
hasil pemeriksaanyang bermanfaat. Proses bisnis tersebut meliputi pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutungadlity
assurance; pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; dan pemenuhan serta harmonisasi peran di
bidang pemeriksaan keuangan negaralUntuk mencapai tujuan strategis ini, BPK telah
menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Kualitas pemeriksaan akan ditingkatkan melalui perbaikan pada fungsi majemen pemeriksaan
yang mencakup perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil
pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan
memastikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan dampak yang kbbesar terhadap
peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang
sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan
cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK RI berkomitmen untuk meningkatkan
fungsi manajemen pemeriksaanuntuk mencapai pemeriksaan yang efisien dan efektif melalui
pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi,
yang pada akhirnya dapamenjamin mutu pemeriksaan BPKPemeriksaan yang dikelola dngan
baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan
bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusaan perbaikan tata
kelola keuangan negara
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Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS 3)

BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena
sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan di bidainjdang yang
berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangaegara Selain itu, BPK RI juga dapat
memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat/pemerintah daerah.
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BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku

Mandat UU # kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya (lasa
MNo.15/2006 Layanan BPK)
tentang BPK ll
Pemberian Pendapat —
Bidang :
1. pendapatan,
2. pengeluaran,
3. pinjaman,
4. privetisasi, Kepada (Pasal 11 huruf a):
5. likuidasi,
6. merger,
7. akuisisi, .
8. penyertaan modal pemerintah, f DPR,
9. penjaminan pemerintah, 1. DPD,
10.bidang lain yvang berkaitan dengan 3 DPRD, )
pengelolaan dan tanggung jawab 4. Pemerintsh Pusat,
keuzngan Megara ? Pemerintah Daerah._
6. Lembaga Megara Lain,
7. Bank Indonesia,
8. Badan Usaha Milik Negara,
9. Badan Layanan UJmum,
10.Badan Usaha Milik Daerah,
11 ¥ayasan, dan
. ’l 12 Lembags atau Badan lain yvang
diperlukan karena sifat
pekerjaannya
Instrumen check
and bolance : o’

S | +

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki
data dan informasi yang memadai untuk memberikan pendapat dan pertimbangan yang
diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan kelembagaan, aparatur dan dukungan
pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, kewenangan BPK dalam pemberian pendapat
akan dioptimalkan sehingga masukan BPK untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara
menjadi lebih komprehensif.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS 4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, satr berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena
kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik secarasengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan
keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di
seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang
disebabkanoleh bendahara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku. Di samping itu, BPKugaberupaya untuk menyajikandatabasestatus penyelesaian ganti
kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan
pembayaran ganti kerugian negara.
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Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) ( SS 5)

Sebagai lembaga profesBPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2)
kompetensi pelaksananya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil
pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pegku kepentingan
yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK melaksanakan Sistem Pemerolehan
Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (SS 6)

Dalam mebkukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK
berwenang untuk merumuskan aturanaturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan
pelaksanaan kewenangan yang ada seperti yang tercantum dalam Undasgdang No. 15Tahun
2006 tentang BPKRI. Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan merupakan upaya untuk
mencapai keselarasan antara peraturan perundangndangan di bidang pemeriksaan keuangan
negara dan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU BPK. Di samping itu, harmonisasi peraturan juga
harus dilaksanakan terhadap perundangindangan yang mengatur entitas yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara oleh BBKlam lingkupinternal,
harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara juga dilakukan terhadap
peraturan-peraturan yang berlaku di BPK.

Melalui sasaran strategis ini BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang
dibutuhkan dan terlibat secara akif dalam proses harmonisasi peraturan perundangindangan
yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan Strategis Il
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI.

Dalam Renstra 20112015, BPK berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam
pengelolaan organisasi BPK. Birokrasi yang modern merupakan tuntutan perwujudan tata kelola
organisasi pemerintah yang baik atagood government governance

Melalui tujuan strategis mewujudkan birokrasi yang modern, BPK ingin membentuk suatu
organisasi dengan birokrasi dan tata kelola yang efisieserta didukung oleh pegawai yang
kompeten dan ketatalaksanaan yang berkualitaBerwujudan birokrasi yang modern di BPK akan
dicapai melalui empat sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (SS 7)

Tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang
dilengkapi dengan perangkat organisasi diperlukan. Kualis kelembagaan BPK dikembangkan
dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan lentuBandar pekerjaan yang tinggi
dipastikan tercapai dengan pedoman kerja yang dipahami dan dilakukan semua pegawai.

Melalui sasaran strategis iniBPK berupaya mejadi organisasi yang fleksibel dengan komposisi
hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk
memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.
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Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen (SS 8)

BPK merupakan orgnisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahliaBleh karena itu, SDM
merupakan aset terpentinginstitusi ini. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan
kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk mencapai hasil
pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK perlu menyediakan lingkungan kerja yang kondusif,
untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan
pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplemasikan
manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga
untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki
motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkonbusi pada peningkatan
pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan BPK yang lebih baik.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS 9)

Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai
denganstandar sarana dan prasarana kerjd2engelolaan sarana dan prasarana kerja yang efekitif
dan efisien dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok BRWelalui sasaran strategis ini, BPK
berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaamfrastruktur
dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BB#aterus berupaya
meningkatkan sarana prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasya.

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran (SS 10)

Sebagai pelaksana anggaramegara BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan
negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan
transparansi. Melalui sasaran strategis iniBPK berupaya meningkatkan kualitas, ketertiban, dan
kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai
dengan peraturan yang berlakuDi samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini
difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Peta Strateqi

Sepuluh sasaran strategisBPK memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung
terwujudnya visi dan misi organisasi Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen
dalam organisasi, PK memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke
dalam peta strategi berikut.
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PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS

554
Meningkatkan Percepatan
Penetapan Tuntutan
Perbendaharaan dan

552
Meningkatkan
Fungsi Manajemen
Pemeriksaan

SS3
Meningkatkan Mutu
Pemberian Pendapat

dan Pertimbangan

F auan Peny

Ganti Kerugian Negara

556
Pemenuhan dan
Harmonisasi
Peraturandi Bidang
Pemeriksaan

Keuangan Negara

5510
Meningkatkan

Pemanfaatan
Anggaran

SS9
Meningkatkan
Pemenuhan Standar
dan Mutu Sarana
dan Prasarana

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KEUANGAN

Gambar 6 - Peta Strategi BPK RI

Peta strategi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) perspektif yang meliputi:

PEMENUHAN PerspektiPemenuhan Kebutuhan dan Harap&emilik
KEBUTUHAN DAN Kepentingan menilai sejaun mar@utcomeBPK RI telah
HARAPAN dapat memenuhi/sesuai dengan harapan papemilik
(Ll WITINI VS kepentlngan

PE':?JEIEOSII'AAN sejauh mana BPK RI mengelola pelaksanaan tug

STRATEGIS pokok dan fungsi yang diamanatkan Undang
Undang secara efektifan efisien

PERTUMBUHAN Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajar@rganisas
DAN menilai kemampuan BPK RI untakelakukan perubahan
PEMBELAJARAN dan perbaikan dengamemanfaatkansumber daya
ORGANISASI internal BPK RI

Perspektif keuangan menilai sejauh mana BPK RI

KEUANGAN mengelola dan memanfaatkan anggaran yang ters.ed

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dangsi
secara optimal

Gambar 7 - Hubungan antara Perspektif dan SS

Keempat perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk peta
strategi yang terukur dan saling terkait. Perspektif pertama merupakanoutcome BPK dalam
memenuhi harapan pemilik kepentingan didukung oleh perspektif pengelolaan fungsi strategis
yang merupakan proses internal strategis yang dilaksanakan sesuai tugas BPK, sedangkan
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perspektif ketiga dan keempat diperlukan dalam mewujudkan perspektipertama dan kedua,
melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang optimal.

Rencana Implementasi Renstra (RIR)

Rencanalmplementasi Renstra (RIR) 20112015 merupakan

penjabaran Renstra BPK RI Tahun 2012015 dan telah

ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPRI No.

238/K/X -X111.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011. Dalam Rencana
Implementasi Renstra 20112015 terdapat 32 Inisiatif Strategis

(IS) yang disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksan

kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis
yang tertuang di dalam Renstra.

Independensi | Integritas | Profesionalisme

Setiap inisiatif strategis diuraikanmenjadirincian kegiatan yang
akan dilakukan, hasil dan keluaran yang diharapkan dari| g
masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan setiap kegiata
dan satker pelaksananya, bentuk koordinasi dan komunikasi,
serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
masing-masing kegiatan.

Gambar 8 - RIR BPK Tahun
2011-2015

Pencapaian sasaran strategisyang didukung oleh masing

masing inisiatif strategissangat penting bagi BPK dalam rangka

mewujudkan tujuan strategis, visj dan misi BPK sebagaimana diilustrasikan dalam gambar
berikut ini.
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Gambar 9 - Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis
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Berikut 32 inisiatif strategis yang mendukung pencapaiasasaran strategis BPK RI.

Tabel 1- Daftar Inisiatif Strategis BPK RI

22

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi
Harapan Pemangku Kepentingan

Meningkatkan ~ Fungsi  Manajemen
Pemeriksaan
Meningkatkan Mutu Pemberian

Pendapat dan Pertimbangan
Meningkatkan Percepatan Penetapar
Tuntutan Perbendaharaan  dan
Pemantauan Penyelesaian Gani
Kerugian Negara

Meningkatkan Efektivitas Penerapan
Sistem Pemerolehan KeyakinaMutu

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturar
di Bidang Pemeriksaan Keuangar
Negara

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dar
Ketatalaksanaan

Meningkatkan Kompetensi SDM dar
Dukungan Manajemen

Meningkatkan Pemenuhan Standar dar
Mutu Sarana dan Prasarana

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

IS 1.1z Peningkatan pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasi
pemeriksaan

IS 1.2z Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK RI deng:
pemangku kepentingan

IS 2.17 Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan

IS 2.2z Penerapane-audit dalam perolehan data pemeriksaan

IS 2.3z Optimalisasi pemanfaatan SMP

IS 2.4z Pemanfaatan KAP untuk memeriksa untuk dan atas nam
BPK RI

IS 2.5 z Peningkatan efektivitas penerapan RBA dalam
pemeriksaan laporan keuangan

IS 2.6z Peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja

IS 2.7z Peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif

IS 2.8z Peningkatankapasitas pemeriksaan dengan perspektii
lingkungan

IS 2.9z Peningkatan kapasitas PDTT

IS 2.10z Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan

IS 2.11z Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli

IS 2.12z Peningkatankualitas pemberian bantuan hukum untuk
pemeriksa

IS 2.13 z Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerje
Pemeriksaan (KKP)

IS 2.147 Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaal
wewenang dan tanggung jawab BPK RI

IS 3.1z Optimalisasi pemberian pendapat BPK RI

IS 4.1z Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan

IS 4.27 Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugial
negara/daerah

IS 5.1z Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar
pilar SPKM

IS 5.2 7z Penyempurnaan kode etik dan pengembangai
perangkatnya

IS 6.1 z Percepatan penyelesaian peraturan di
pemeriksaan keuangan negara

IS 6.2z Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangar
Negara

IS 7.1z Peningkatan organisasi dan tatdaksana BPK RI yanc
berkualitas

IS 8.1z Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi seca
konsisten dan menyeluruh

IS 8.2z Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN)

IS 8.3z PenerapanJabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)

IS 8.4 7 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasi:
kompetensi

IS 8.5z Penerapan manajemen karier

IS 9.1z Pemenuhan ketersediaan saran damprasarana kerja
sesuai dengan standar

IS 9.2 z Penerapan eBPK RI
berkelanjutan

IS 10.17 Penerapan perencanaan dan penganggaran berbas
kinerja secara menyeluruh dan konsisten

bidanc

secara menyeluruh dar
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Manfaatyang optimal (optimum benefi) yang diharapkan dalam implementasi Renstra BPK 2011
2015 melalui pelaksanaan 32 IS BPK adalahewujudkan BPK menjadi lembaga yang kredibel.
Manfaat yang optimal tersebut dicapai setelah BPK dapat mencajraiageyang lebih bak dengan
meningkatkan kepuasan parastakeholderBPK melalui peningkatan kinerja BPK. Kinerja BPK
akan lebih meningkatjika dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan lebih baik. Jika
dikaji kembali, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dapat dilaksaaaksecara optimal
apabila kapasitas kelembagaan BPK sempurna dan didukung oleh kapasitas sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya yang memadai. Gambierikut merupakan peta manfaat
(benefit) yang menunjukkan manfaat yang diperoleh BPK atas pelaksanak$ dari yang paling
dekat dengan keluaran sampai dengan manfaat yang paling optimal.

0AOA - AT ERKEED®+ AOAO O0AIl /

Pelaksanaan Kepuasan
Tugas BPK Stakeholder

Lebih Baik meningkat

. BPK
Q Kapasitas -
m Kepuasan Kelembagaan @ Kinerja KREDIBEL

% Pegawai Meningkat a2n BPK
Meningkat <\/ R

Pelaksanaan

Wewenang BPK
Lebih Baik Image BPK

meningkat

Gambar 10 - Peta Manfaat (Benefit) BPK atas Pelaksanaan IS

Kepuasan pegawai meningkat dicapai melalui pelaksanaan IS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 dan IS 5.2.
Pencapaian manfaat peningkatan kepuasan pegawai secara tidak langsung mempengaruhi
pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan BPK, pelaksanaan tugas dan kewgaarBPK

yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Kapasitas kelembagaan meningkat
secara langsung dicapai melalui pelaksanaan IS 1.2, 2.12, 5.1, 7.1, 9.1, 9.2 dan 10.1. Pencapaian
manfaat kapasitas kelembagaan BPK secara tidak langsung mpeengaruhi pencapaian
pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja
BPK. Pelaksanaan tugas BPK yang lebih bdépat dicapai melalui pelaksanaan IS 2.11, 2.14, 3.1,
4.1,4.2. 6.1 dan 6.2. Sedangkan untuk pelaksan kewenangan BPK yang lebih baik dapat dicapai
melalui pelaksanaan IS 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.13. Pencapaian
manfaat tersebut akan meningkatkan kinerja BPK. Kinerja yang baik akan menimbulkan
kepuasan padastakehobler BPK. Kepuasanstakeholder yang luas dan berkelanjutan akan
membentuk image yang baik bagi BPK serta pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan
publik.
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Indikator Kinerja Utama

Dalam Renstra BPK sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuatrategis, yang akan didukung
pencapaiannya oleh 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Untuk memantau pencapaian sasaran
strategis, BPK menetapkan 20 (dua puluh) IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan
target kinerja yang harus dicapai sampai dengmakhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPKRI 2011 z 2015 tersebut, seluruh Eselon | dan satker Eselon Il
menyusun target kinerja/IKU tahun 2011z 2015 yang telah melalui proses penyelarasan. Target
IKU 2011 z 2015 Eselon | dan Eselon Il indh yang menjadi dasar penetapan target kinerja
tahunan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja BPK.
Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK
tahun 2014 mengacu kepaddarget yang ditetapkan dalam Renstra dafRencana Implementasi
Renstra2011-2015,denganmemperhatikan kebijakan pemeriksaartahun 2012-2015 (top down)
serta masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengangas dan
fungsinya (bottom up) serta kapasitas dan kemampuan SDM yang dimilikiProsesperumusan
target kinerja BPKtahun 2014 tercermin dalam gambar dibawabh it

Renstra
Visi Kebijakan
P 3 Pemeriksaan
= Misi

2 4
Tujuan
Strategis
N B

== =
)
ﬁ e

RKT /Renija

@

IENCANA KERJA
ahun Anggaran 2014

Dok Lain:
v SOTKUrjab, I
dsf
Bottom Up

v Inisiatif
. Strategis
.

Target
LimaTahunan
BPK Wide

Gambar 11 - Proses Perumusan Target Kinerja BPK

Rencana Kerja Tahunan

Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikd&®KT yang merupakan penjabaran
atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah
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dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam rangka standarisassmenklatur dokumen
penganggaran, pada tahun 2012 RKdiubah menjadi Acuan Penyusunan Prognosa (APRjang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 14 September 2012. APRrsebut berisi
kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan
Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)

BPKmenerjemahkanAPPTahusn 2014 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana

di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan
Rencana legiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama 1
periode/tahun . RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan
dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, besddagan
alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan
bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam
RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK9ebagaibentuk komitmen pimpinan atas
target kinerja yang telahditetapkan dan dituangkandi tingkat Badan,Eselon |, darEselon Il. PKPK
ditandatangani oleh Ketua danVakil Ketua BPK (mewakili Badan), Eselon | dan Eselon Il pada
saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK. PKPK memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis,
peta strategi, dan targekinerja yang menjadi tanggung jawab masingnasing.

Gambar 12 - Penandatanganan PKPK BPK RI Tahun 2014
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Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2014, pada tanggal 20 Desember 2013, telah dilakukan
penandatanganan PKPK BPK, 11 (sebelas) PKPK eseldn(lima) PKPK Staf Ahli, dan 68 (enam
puluh delapan) PKPK satker eselon II.

Berikut adalah IKU dan targetKU BPK RI Tahun 204 yang tertuang dalam PKPK 204

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA 2014
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Gambar 13- PKPK BPK RI Tahun 2014
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INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
15 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil 1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti 60%
Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik 1.2 Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi 65%
Kepentngay Penegak Hukum
1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK 4,1
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 1.745
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 235
23 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan 95%
2.4 Persentase Pemenuhan Quaiity Assurance dalam Pemeriksaan 100%
3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan 31 Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan 2
Pertimbangan
4. Meningkatkan Percepatan Penetapan 4.1 Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan 75%
g‘e‘:;gz:;::‘be(;’;‘:?::ﬁgig:’;\l:g::”ta”a" 4.2 JDl:gl’zriy(.:r?oran Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang 1.231
5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem 5.1 Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti 90%
Pemerolehan Keyakinan Mutu
6. Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang 6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK 95%
Pemeriksaan Keuangan Negara
7. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan 7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan / Non 75%
Ketatalaksanaan Pemeriksaan
8. Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan 8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan 65%
Manajemen 8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 90%
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai 3,7
2L Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja 100%
dan Prasarana 9.2 Persentase Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan 95%
Komunikasi
10. | Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran 10.1 Opini atas Laporan Keuangan BPK WTP
10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 90%
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Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis NN

Untuk mengukur keberhasilan Renstra Tahun 2012015, BPK mengaplikasikan Sistem
Manajemen Kinerja (SIMAK)berbasis Balance Scorecard(BSC) yangdapat secara online
memonitor, mengevaluasi, dan mengukur capaian kinerja BPK secara keseluruhan (BRile).

Monitoring atas pengukuran kinerja tersebut didukung oleh pemantauan atas realisasi kegiatan
dan output melalui mekanisme laporanbulanan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap
RencanaKegiatanPemeriksaan (RKP)/Rencan&egiatanSetjendan Penunjang (RK®).

Untuk mendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan Inisiatif Strategi{¢S) telah digunakan
aplikasi Sistem Manajemen Inisiatif Strategis (SIMANIS). Hasil Pemantauan terhadap
perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS beserta kegiak@egiatan yang terantum di
dalamnya dilakukan secara triwulanan dan dituangkan dalam Laporan Monitoring 1S
Pemantauan tersebut bertujuan untuk:

1. Memetakan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian seluruh IS dalam rangka pelaksanaan
evaluasi pelaksanaan Renstra BPK 2012015;

2. Menyediakan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS kepada
pimpinan BPK, seluruh satker pengelola IS, dan seluruh pelaksana dan pegawai BPK, termasuk
informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 1S sehingga dapat
diidentifikasikan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan dan informasi mengenabest
practice pengelolaan IS yang dapat esharekepada pengelola IS yang lain; dan

3. Meningkatkan motivasi dan peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan IS
sehinggaseluruh kegiatan IS dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Monitoring dan Evaluasi atas pencapaiaRenstra meliputi anggaran, output, indikator kinerja
utama, dan inisiatif strategis tersebut secara komprehensif dituangkan kdalam Laporan
Triwulanan Kegiatan Pelaksana BPK yang disampaikan kepada Pimpinan BPK.

Bentuk monitoring dan evaluasiyang terintegrasi atas pencapaian Renstr&8PKtertuang dalam
gambar berikut.
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Gambar 14 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK RI
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Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis
Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Mekanisme pengelolaan kinerja BPK melalui SIMAK dimulai dari targettarget yang telah
ditetapkan dalam PKPK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporamonitoring dan
evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasigb. Pelaksanaan pengelolaan
pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan
reviu data input SIMAK. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersansama antara
pengelola SIMAK (dhi. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja) dan pelaksana
SIMAKUdi tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK.

Terhadap monitoring kegiatan operasional satker, pelaksanaan manajemen kinerja merupakan
tanggung jawab pimpinan satker yang dalam operasional sehahnari dibantu oleh para Manaje
dan Inputer IKU.Untuk itu Direktorat PSMKintensif melakukan komunikasi dengan Manajer dan
Inputer IKU agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapaSebagai media komunikasi
diselenggarakan Forum Manajer IKU (FMI) dan Forum Inputer IKU(FIl) yang merupakan
pertemuan seluruh manajer dan inputer IKUsetiap semester untuk tujuan memberikan
pemahaman yang amakepada manajer dan inputer mengenai pelaksanagrengukuran kinerja
berbasis SIMAK dan perkembanganray

Gambar 15 - Forum Manajer IKU Semester Il Tahun 201 4

Pengelolaankinerja BPK dengan SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional
Standar (POS) Tingkat Kehandalan SIMAK yang disahkan oleh Keputusan SeBPK RINo.
44/K/X -XI11.2/11/2009 tanggal 30 November 2009 danPOS Pengelolaan Pengukuran Kinerja
BPK Berbass SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK RI N0.320/KXX1.2/7/2011
tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis
SIMAK meliputi tahapantahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan,
(d) perubahan IKU dan target penapaian IKU, dan (e) dokumentasi. Selanjutnyderbitnya
Keputusan Sekjen BPK RI No0.431/K/XII1.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai
Pelaporan Akurtabilitas Kinerja pada UnitUnit Kerja Pelaksana BPKPada tahun 2014
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diterbitkan POS Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK yang disahkan oleh Keputusan
Sekjen BPK RI N0.124/K/XX111.2/3/2014 tanggal 21 Maret 2014.

SIMAK juga berfungsi untuk meyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas
Badan. Fiturfitur SIMAK BPK yang terdiri dari peta strategiscorecard indikator kinerja utama,
dan dashboard viewdirasakan telah cukuplengkap untuk mengejawantahkan sasaran strategis
BPKke dalam sasaran dan target satker pelaksana. Dengan fasilifasilitas yang tersedia, SIMAK
BPK menungkinkan BPK untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun
lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dPK peryebabnya, serta
opsi-opsi yang tersedia bagi pimpinanBPK eselon |, dan pimpinan satker untuk mengambil
kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.
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Gambar 16 - ScreenshotAplikasi SIMAK BPK
Pengukuran capaian kinerjaditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsipself assessmerdimana data realisasi kinerja di input
oleh masingmasing satker kedalam Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

2. Angka maksimum capaian setiapkKU adalah 105%

3. Terdapat 3 jenis polarisasi IKU (Ekspektasi nilai realisasi IKU terhadap nilai target IKU) yaitu
a. Maximize nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target
b. Minimize: nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target
c. Stabilize nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu

4. Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengamange sebagai berikut:

SKOR = 100

80 = SKOR < 100
SKOR < 80

.'\ (
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5. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan
IKU, formula IKU, bobotlKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan
polarisasi IKU.

6. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan
data dan keakuratan datavaliditas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu
ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.
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